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NOMOR  15 2005 SERI  E 

 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  GARUT 
 

 NOMOR   7   TAHUN   2005 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT  

 
DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH 

SUBHANAHU  WATA’ALA 
 

BUPATI GARUT, 
 
 

Menimbang  :   a.  bahwa untuk mengarahkan dan mengatur 
pembangunan di Kabupaten Garut agar 
berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan 
berkelanjutan serta untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat guna tercapainya visi 
dan misi daerah, maka perlu adanya kebijakan 
dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Garut; 
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b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, maka Tata Cara Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah perlu diatur 
dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 
65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3501); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3699); 
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851); 

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); 

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) 
sebagamana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4289); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 

 



NO.  15 2005 SERI  E 

 

 4 

14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Nomor 
4400); 

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 76, 
Tambahan lembaran Negara Nomor 4410); 

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437); 

17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 
tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta 
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat 
Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 
1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3660); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 
tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 

http://www.bphn.go.id/data/documents/99pp027.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/97pp047.pdf
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 
tentang  Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 
2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4022); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4023); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4024); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Tahun  2000 Nomor 
209, Tambahan Lembaran  Negara Nomor  4027); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun  2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran  Negara 
Nomor  4028); 

http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp109.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp108.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp107.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp106.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp105.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp105.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp025.pdf

